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ABSTRAK 
 

KONSTRUKSI HUKUM FUNGSI INTELIJEN DI DAERAH  

DALAM PENEGAKAN HUKUM 
 

Oleh 

DAVID P. DUARSA 
Intelijen memiliki fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang 

didasarkan kepada kewenangan masing-masing intelijen di daerah. Intelijen di daerah 

yang tergabung dalam keanggotaan Komunitas Intelijen di daerah (Kominda) dan Forum 

Koordinasi Pimpinanan di Daerah (Forkompimda) memiliki kewenangan untuk 

melaksanakan sinergitas dalam penegakan hukum. Akan tetapi, faktanya sinergi 

antarlembaga dan institusi Intelijen di daerah jarang dilakukan bahkan tidak dilaksanakan 

karena masih menggunakan ego sektoral. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah bagaimanakah hubungan kelembagaan penyelenggaraan intelijen di daerah 

dalam penegakan hukum? bagaimanakah kebijakan fungsi intelijen di daerah dalam 

penegakan hukum? bagaimanakah konstruksi hukum fungsi intelijen di daerah dalam 

kebijakan penegakan hukum?. 

Penelitian disertasi ini digunakan pendekatan yuridis normatif yang meletakkan 

hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, tercakup di dalamnya studi wawancara 

langsung dengan sejumlah narasumber yang relevan dengan penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan intelijen di daerah 

dalam penegakan hukum dilaksanakan melalui beberapa intelijen di daerah yang 

termasuk dalam Forkopimda yaitu Intelijen Kepolisian, Intelijen Kejaksaan, Intelijen 

Keimigrasian, TNI, Pengadilan dan Ketua DPRD. Institusi Intelije daerah tersebut 

melakukan koordinasi antar lembaga intelijen di daerah yang bertujuan untuk 

menghimpun segala informasi yang dibutuhkan sebagai upaya deteksi dini dari berbagai 

jenis ancaman, dan membangun sinergitas antar lembaga intelijen di daerah. Fungsi 

intelijen di daerah dalam penegakan hukum di daerah berorientasi pada fungsi intelijen 

terkait dengan deteksi dini dalam penegakan hukum, bertujuan untuk memperkuat 

intelijen di tingkatan pusat berbasis data dalam pemetaan ATHG. Deteksi terhadap 

ATHG akan menjadi bahan untuk supporthing pimpinan dalam menentukan kebijakan 

terhadap penegakan hukum, dilaksanakan melalui wadah Forkopimda. Konstruksi hukum 

fungsi intelijen di daerah dalam penegakan hukum, pertama konstruksi substansi hukum 

terhadap supporting data intelijen di daerah berdasarkan kewenangan dalam rangka kerja 

sama intelijen untuk mewujudkan deteksi dini penegakan hukum, artinya harus ada 

koordinasi terhadap intelijen lain dalam rangka memperolah data. Kedua, konstruksi 

struktur hukum fungsi intelijen di daerah terkait kebijakan ATHG fungsi penyelidikan 

dan penggalangan intelijen di daerah dalam rangka pencegahan kejahatan melalui upaya 

prevenif. Ketiga, konstruksi budaya hukum fungsi intelijen di daerah terhadap 

pengamanan intelijen di daerah terkait pembangunan proyek strategis nasional. Dalam hal 

ini intelijen di daerah berkoordinasi dalam melakukan upaya pencegahan. Keempat, 

konstruksi kebijakan hukum terhadap supporting data intelijen di daerah dalam rangka 

kerja sama intelijen untuk mewujudkan deteksi dini dalam mendukung keamanan dan 

ketertiban daerah melalui kebijakan sosial. 

Saran yang dapat diberikan adalah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang termasuk dalam lingkaran Forkopimda memiliki kebijakan fungsi intelijen di daerah 

sinergitas antarlembaga Intelijen dan Institusi terkait dalam penegakan hukum dan 

memfungsikan kembali fungsi intelijen Kominda di daerah melalui Forkopimda sebagai 

strategi terhadap pencegahan penyalahgunaan kewenangan terhadap pembangunan 

proyek strategi nasional yang ada di setiap daerah. 

Kata Kunci: Fungsi Intelijen Di Daerah, Konstruksi, Penegakan Hukum. 
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ABSTRACT 

LEGAL CONSTRUCTION OF REGIONAL IN INTELLIGENCE 

FUNCTIONS IN LAW ENFORCEMENT 

By: 

DAVID P. DUARSA 
Intelligence has the function of investigation, security and mobilization based on 

the authority of each intelligence in the region. Intelligence in the region that is part of 

the membership of the Intelligence Community in the region (Kominda) and the Regional 

Leadership Coordination Forum (Forkompimda) has the authority to implement synergy 

in law enforcement. However, in fact, synergy between intelligence agencies and 

institutions in the region is rarely carried out or even not implemented because they still 

use sectoral egos. The problems that will be studied in this study are how is the 

relationship between the institutional organization of intelligence in the region in law 

enforcement? how is the policy of intelligence functions in the region in law enforcement? 

how is the legal construction of intelligence functions in the region in law enforcement 

policies?. 

This dissertation research uses a normative legal approach that positions law as a 

system of norms, including direct interview studies with a number of sources relevant to 

the research. 

The results of this study indicate that the relationship between intelligence 

institutions in the regions in law enforcement is carried out through several regional 

intelligence agencies included in the Forkopimda, namely Police Intelligence, 

Prosecutor's Intelligence, Immigration Intelligence, TNI, Courts and the Chairman of the 

DPRD. The regional intelligence institution coordinates between intelligence agencies in 

the regions which aims to collect all information needed as an effort to detect early from 

various types of threats, and build synergy between intelligence agencies in the regions. 

The function of intelligence in the regions in law enforcement in the regions is oriented 

towards intelligence functions related to early detection in law enforcement, aiming to 

strengthen intelligence at the central level based on data in the ATHG mapping. 

Detection of ATHG will be material for supporting leaders in determining policies on law 

enforcement, implemented through the Forkopimda forum. The legal construction of 

intelligence functions in the regions in law enforcement, first the construction of legal 

substance against supporting intelligence data in the regions based on authority in the 

framework of intelligence cooperation to realize early detection of law enforcement, 

meaning that there must be coordination with other intelligence in order to obtain data. 

Second, the construction of the legal structure of intelligence functions in the regions 

related to ATHG policies, the function of investigation and intelligence mobilization in 

the regions in order to prevent crime through preventive efforts. Third, the construction 

of the legal culture of the intelligence function in the regions towards securing 

intelligence in the regions related to the development of national strategic projects. In 

this case, intelligence in the regions coordinates in carrying out prevention efforts. 

Fourth, the construction of legal policies towards supporting intelligence data in the 

regions in the framework of intelligence cooperation to realize early detection in 

supporting regional security and order through social policies. 

The suggestion that can be given is that in the provisions of the laws and 

regulations included in the Forkopimda circle, there is a policy on regional intelligence 

functions, synergy between intelligence agencies and related institutions in law 

enforcement and re-functioning the regional intelligence function through Forkopimda as 

a strategy to prevent abuse of authority in the development of national strategic projects 

in each region.  

Keywords: Intelligence Functions In Regions, Construction, Law Enforcement. 


